
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

  



DAFTAR PERTANYAAN 

 

Untuk Partai NasDem  

1. Bagaimana pandangan Partai NasDem terkait dengan maraknya praktik mahar 

politik menjelang Pilkada? 

2. Bagaimana seharusnya partai berperan dalam menyikapi praktik mahar politik 

tersebut? 

3. Apa pandangan Partai NasDem terkait mahar itu sendiri? 

4. Mengapa Partai NasDem mengambil langkah untuk mencetuskan politik tanpa 

mahar? 

5. Bagaimana mekanisme implementasi politik tanpa mahar di dalam Pilkada? 

6. Adakah aturan tertulis yang mengatur mekanisme gerakan politik tanpa mahar? 

7. Bagaimana proses penentuan kandidat yang akan diusung, padahal kandidat yang 

diusung bukan kader partai? 

8. Mengapa berani mengambil keputusan mengusung bukan kader partai dalam 

Pilkada DKI Jakarta? 

9. Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan 

kemampuan finansial kandidat dalam menghadapi Pilkada? 

10. Apakah ada kontrak politik yang dilakukan antara partai dengan kandidat? 

11. Adakah kewajiban secara finansial yang harus dipenuhi oleh kandidat dalam 

Pilkada, apalagi Pilkada dilaksanakan dalam 2 putaran? 

12. Apa jaminan tidak adanya praktik mahar politik? 

13. Bagaimana skema pembiayaan dalam Pilkada, terkait dengan kewajiban yang 

dibebankan kepada kandidat, dan keawajiban yang dibebankan kepada partai? 

14. Apa peran DPW dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar? 

15. Apa peran DPP dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar? 

 

Untuk Kandidat 

1. Bagaimana penjelasan anda terkait indikasi adanya mahar politik pada saat awal 

pencalonan di Pilkada DKI Jakarta? 

2. Jika benar ada mahar, mahar seperti apa yang disyaratkan oleh partai tersebut? 



3. Apa tanggapan anda terkait dengan maraknya politik mahar dalam Pilkada? 

4. Apa yang menyebabkan anda berubah pemikiran dari semula mencalonkan diri 

melalui jalur independen karena ada indikasi mahar politik, kemudian akhirnya mau 

menerima pinangan dari partai politik terutama Partai NasDem? 

5. Bagaimana proses pencalonan anda oleh Partai NasDem sementara anda bukan 

merupakan kader partai? 

6. Benarkah Partai NasDem tidak mensyaratkan mahar dalam mendukung anda? 

7. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh anda sebelum dan sesudah dicalonkan 

oleh partai NasDem? 

8. Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan 

kemampuan finansial anda dalam menghadapi Pilkada? 

9. Kewajiban finansial seperti apa saja yang menurut anda wajar untuk dikeluarkan 

dari kantong pribadi dalam Pilkada dan diberikan kepada partai? 

10. Kewajiban apa yang menurut anda tidak wajar dan memiliki indikasi kepada mahar 

politik? 

11. Adakah kontrak politik antara anda dengan Partai NasDem? 

12. Bagaimana mekanisme pembagian finansial antara anda dan Partai NasDem untuk 

memenuhi kebutuhan selama Pilkada? 

 

Untuk Bawaslu, KPU, dan Perludem 

1. Bagaimana cara untuk mengontrol terkait keberadaan mahar politik terutama di 

Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017? 

2. Apakah ada temuan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem terkait mahar politik di 

Partai NasDem? 

3. Bagaimana peran dan masukan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem dalam 

menghilangkan praktik mahar politik? 

 

 

 

 



DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER 

 

Bersama Bapak Bestari Barus, SH. 

(Wakil Ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta) 

Bersama Bapak Dedy Ramanta 

(Wakil Sekjen Bid. Renlitbang DPP Partai NasDem) 

Bersama Mas Fadli Ramadhanil 

(Peneliti Bidang Hukum Perludem) 

Bersama Bapak Muhammad Jufri, S.Sos., M.SI 

(Ketua Bawaslu DKI Jakarta) 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


